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PEMERINTAn PROVINSI DAERAH KRUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRlAN DAN ENERGI

KEPUTUSAN KEPALA DlNAS PERINDUSTRIAN DAN ENERQI
PRcnnNSIDKIJAKARTA

Ull 12014

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DIHAS P!RINDU8TRIAN DAN !HERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SE8AGAI PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DIMAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PERfNDUSTRIAN DAN ENEROI PROVlNSJ DAERAH KHUSUS
I8UKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa delam rangka optimaliaaai pelaksanaan Iayanan infonnaei publik pee
Dines Perindustrian den Energi Provinai Daerah Khusus Ibukola Jakar
sebagaimana diemanatkan Peraturan Gubemur Pro'Jinai Daerah KhuSI
lbukota Jakarta Nomor 48 TaOOn 2013, perlu menetapkan Sekretaria Dinf
Perindultriar! dan Energi ProvinaiOaerah KhU8US Ibukota Jakarta sebag
Pejllbat Pengelola Informasi dan Dokum.ntali (PPID) dengan Keputull
Kepala Dil\8$ Perindu5lr1an dan Energl Provinsi Dserah KhU8US lbuko
Jakarta.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daera
llebiilQilimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang·Undar
Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nornor 2G Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pl'O\Iin
Dl8t'8h Khu&ua Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KMatuI
Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrs
Publik;
Peraturen Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelakunac
Undang.Undang Nomor 14 Tallun 2008 tentang Ketert>ukaan Informe
Pub/I<;
Peraturen Menteri Dalam Energi Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoml
Pelayanan Infonnali clan Dokumentasi di Lingkungan Kemenlerian Oala
N9ri dan Pemerintahan Daerah;
Peratunm Komiwi lmormeai Hornor 1 Tahun 2013 tentang Stand
Layanan Informasi Publik;
Peraturan Pemerlntah Nornor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barel
MUI( NegaralDaerah sebagalmana telah dlubah dang.n Peratun
Pemerintah Nornor 38 Tahun 2008;
Penituran oa.rah Daerah KhUSU$ Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 20C
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
PeratIJran G~mur Daerah Khusua lbukota Jakarta Nomor 69 Tahl
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Enel
ProvinBi Dareah I(husus Ibukota Jakarta;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14
Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelol81n Keuanga
Daerah.

11. Peraturan Gubemur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informal
Pub/lk

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERC
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTAN4
PENETAPAN SEKRETARIS DlNAS PERINDU8TRIAN DAN ENER(
PROVINSJ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGJ
PEJABAl PENOELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPlt
PADA DINAS PEJltlNDUSTltlAN DAN ENERGI PROYINSI DA!RAI
KHUSUS lBUKOTA JAKARTA

Menetapkan Sekretllria Dinaa Perinduatrian dan Energi Provinai Deera
KhUSU8 lbukota Jakarta Bebagai Pejabat Pengelola Infonnasl da
Domumentasi (PPIO) pada Dina& Perinduslrian dan Energi Provinei m
Jakarta.

Pejabat sebegalmana dimakaud pada diktum KESATU melakaenllka
tug. mengkoordinalikan pengumuman informlI8i publik mela1ui medi
yang aecar8 efektlf dapat menjangkau selUNh pemangku kepentingan.

Untuk melakaanakan Ngas sebagalmana dlmaksud pada dlktum KEDUI
Pejabat sebagalmana dimal(wd pads dlktum KESATU rnenyelenggaraka
fungai :

a. PengkoordlnasiBn pemberlan informaai publik yang dapat diakaes ole
pubtik meialUi petuglls Informasi di bert>egai unit pelayanan informesl;

b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul aebelum menyatak8
informali publik tertentu di kacualikan;

c. Pemberian alaaan tertulis pengecuelian infonnasi publik secara jels
dan tegas. dalam hili permohonan inbrma81 pubMk di tolak;

d. Pengaburan informaai publik yang dikecualikan beaerta lIIasanny
dengan cara dlhitamkan;

. e. Pengembangen kapllSitas pejabat fung~ional umumllertentu dele.
ranglca peningkatan kuaJitlIs Iayanen infonnasi publik;

f. Penyampalanlpendiatribusianlpenyerahen Informali pubtik keped
pemohon yang dllekukan seau'8 Iangaung melalul email, fakslmlle eta
jasapos;

g. Pemberian infOl1'l\88i publik dalam fonnat hardcopy ataupun softc;oJ:
sesual keteraedillan darllnforma81 yang dlmlnta.

Untuk melaksanakan tuge8 dan fungsinya aebegaimana dimakaud pad
dlktum l<EDUA dan KETIGA, Pej8bat Mbagaimana dimakaud pad
diktum KESATU mempunyal wewenang :
a. Mengkoordinasikan pelayanan informa'i publik yang bareda pad

gttap SKPDIUKPD;
b. Memutuekan aLlIIN Informasl publilt daplit diakses publik atau tidt

berdasar\(an pengujlan tentang konIekUflnsi;
c. Menolak permohonen InfolmaSi pubHk 18C818 tertulil apab~e informe

publik yang dlmohon termasuk informall yang dikecuallkanJrahaSi
dengan diserfai ala8an ser1a pemberitahuan l8ntIIng hak dan tate cal
bagl pemohon untuk mengajukan keberatan atas penoIaken tllr8etx.
dan
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d. Menugaskan pejabet fungsional dan/atau petugas informasi di bawah
wewenang dan koordlnasinya untuk membuat, memelihara dan/Iiltau
memutakhirl<an Daftar Informasi Publik secara berkala paling kurang 1
(satu) kaN dalam sabulan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan
perbalkan apsblla terdspal kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pads tanggal : 4 Agustus 2014

PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
~'Sl~ JAKARTA,

$,

~P'NDRATNO.SE, SH. UM
196006011989081001

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta;
2. Wakil Gubemur Provinsi OKI Jakarta;
3. Sekretaris Daelllh Provinsi DKI Jakarta;
4. ~istenPerXonomlan dan Admlnistrasi Provln&i OKI Jakarta;
5. Kepala Dinss Komunlkaai, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta.
6. Ketua Komiai Informasi Provinsi OKI Jakarta.


